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ABSTRAK 

 
Perluasan area Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) tidak dapat dipisahkan dari adanya trade off 

antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi masyarakat. Salah satu alternatif solusi guna mengatasi 
masalah tersebut adalah dengan menerapkan kegiatan wisata alam di TNGHS. Hal ini juga diharapkan dapat 
mendorong partisipasi masyarakat dalam melestarikan taman nasional. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran 
wisata alam dalam menjaga fungsi konservasi taman nasional yang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat di TNGHS. Metode analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan yang mencakup share wisata 
pada pendapatan total serta seberapa besar penerimaan wisata dapat memenuhi pengeluaran rumah tangga dan 
konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi wisata alam yang diperoleh masyarakat adalah 
sebesar 66% pada total pendapatan dan pendapatan tersebut dapat memenuhi sebesar 91% dari pengeluaran rumah 
tangga. Sementara itu, terdapat pula penerimaan wisata berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat 
memenuhi sebesar 343% dari dana konservasi. 
 
Kata kunci: covering wisata, manfaat ekonomi, pendanaan konservasi, share wisata, TNGHS 

 

ABSTRACT 

 
The broadening of Mount Halimun Salak National Park (TNGHS) area is unseparable from the trade off between 

conservation interest and community’ economic interests. An alternative solution to overcome these problems is an 
action to conduct natural tourism activities in TNGHS. This action is also expected to encourage the participation of 
community in preserving national parks. The purpose of this study is to examine economic benefits of nature tourism 
for maintaining the function of conservation of national parks which at the same time can improve the community’ 
economy in TNGHS area. The methods used are income analysis which includes ratio of economic benefits from 
tourism activity to total income and covering of economic benefits from tourism to household expenditure and to 
conservation fund. The results showed that the economic benefits from natural tourism activity obtained by the 
community was 66% of the total income and it could also fulfil 91% of household expenditure. In addition, ecotourism 
activities also generate tourism revenue which is called as PNBP as much as 343% of conservation funds. 
 
Keywords: covering to household expenditure, conservation fund, economic benefits, share of tourism income, 

TNGHS 

 

PENDAHULUAN 

 
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) 

merupakan kawasan konservasi yang berada di 
Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, TNGHS 
mencakup tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, 
Sukabumi, dan Lebak, mengacu pada Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 
pada tanggal 28 Februari 1992. Sebelum menjadi 
TNGHS, kawasan ini merupakan Taman Nasional 
Gunung Halimun (TNGH) dengan luas 40.000 ha. 
Namun, dikarenakan kondisi sumber daya alam hutan 
yang mengalami ancaman kerusakan serta adanya 
dorongan dari para pihak yang peduli konservasi alam 

maka TNGH diperluas dengan kawasan hutan Gunung 
Salak, Gunung Endut, dan kawasan sekitarnya yang 
merupakan hutan produksi terbatas dan hutan lindung 
yang dikelola Perum Perhutani. Pada tahun 2003, 
melalui SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003, 
TNGH diperluas menjadi 113.357 ha dan berubah 
nama menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-
Salak (TNGHS). 

Kawasan yang berubah fungsi menjadi kawasan 
konservasi karena perluasan TNGHS meliputi 
kawasan permukiman, lahan pertanian, dan area 
lainnya untuk melakukan aktivitas ekonomi (Hartono et 
al. 2007). Hal ini menyebabkan adanya trade-off antara 
kepentingan ekologi dan ekonomi. Dalam hal ini, Balai 
Konservasi Sumberdaya Hutan (BKSDH) memiliki 
kepentingan untuk konservasi atau memulihkan kem-
bali fungsi ekologis di TNGHS, sedangkan masyarakat 
tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau 
mengekstraksi sumber daya hutan untuk memenuhi 
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kebutuhan ekonominya. Hal ini berpotensi adanya 
ancaman bagi kelestarian TNGHS jika masyarakat 
tetap mengekstraksi sumber daya hutan. Dengan 
demikian, diperlukan alternatif solusi yang dapat 
menjembatani antara kebutuhan ekonomi masyarakat 
dan upaya konservasi. 

Salah satu bentuk pemanfaatan taman nasional 
yang tidak bersifat eksploitatif adalah pemanfaatan 
untuk wisata alam (Halim 2016). Saat ini sektor wisata 
memiliki potensi yang besar ketika laju pertumbuhan 
PDB pariwisata lebih tinggi dibandingkan PDB nasional 
sejak tahun 2001 (Mudrikah et al. 2014). Di samping 
itu, wisata juga memberikan multiplier effect yang relatif 
besar (Arianti 2014; Hastuti & Diah 2018). Pengem-
bangan wisata alam di kawasan konservasi diharapkan 
dapat memberikan nilai tambah bagi kawasan ter-
sebut, di mana wisata alam dapat memberikan manfaat 
ekonomi berupa pendapatan dari unit usaha dan 
penyerapan tenaga kerja lokal tanpa mengganggu 
ekologis kawasan tersebut (Aryunda 2011; Ekayani & 
Nuva 2012; Ekayani et al. 2014; Martina 2014; Jelfi 
2018). Sementara itu, penerimaan dari pengembangan 
wisata alam dapat dialokasikan oleh pengelola untuk 
konservasi dan memberikan dampak ekonomi bagi 
masyarakat sekitar (Suprayitno 2008). 

Pengembangan wisata alam pada dasarnya juga 
dapat mendorong partisipasi masyarakat (Hayati 2014; 
Rakatama 2008). Partisipasi masyarakat bisa dalam 
hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
(Andriyani et al. 2017). Salah satu bentuk partisipasi 
masyarakat adalah peningkatan kesadaran dan kontri-
busi masyarakat dalam kegiatan konservasi, terutama 
jika masyarakat telah memperoleh manfaat ekonomi 
yang besar. Masyarakat akan termotivasi untuk turut 
menjaga kelestarian TNGHS demi keberlangsungan 
penerimaan mereka dari kegiatan wisata alam, yang 
mutlak mengharuskan adanya keindahan dan keles-
tarian SDAL. Hal ini sesuai dengan konsep Pambaya-
ran Jasa Lingkungan atau Payment for Environmental 
Services/PES (Pagiola et al. 2004; Ekayani et al. 
2014b), di mana masyarakat sebagai pemberi jasa 
ekosistem berupa terjaganya kelestarian dan keinda-
han sumber daya alam dan lingkungan (SDAL), 
mendapat pembayaran dari wisatawan (Ekayani et al. 
2014a). 

Salah satu bentuk pembayaran jasa lingkungan 
yang dapat diterapkan pada kawasan wisata alam 
adalah pembayaran jasa lingkungan wisata alam. 
Dengan adanya pembayaran jasa lingkungan wisata 
alam dapat memberikan nilai tambah pada kawasan 
konservasi berupa manfaat ekonomi tanpa meng-
ganggu kelestarian kawasan tersebut karena peman-
faatan ini tidak bersifat ekstrakstif, melainkan meman-
faatkan keindahan, dan kelestarian taman nasional 
(Suprayitno 2008). Dalam konsep pembayaran jasa 
lingkungan wisata alam, masyarakat sebagai pemberi 
jasa ekosistem berupa terjaganya kelestarian dan 
keindahan SDAL TNGHS mendapat pembayaran dari 
wisatawan sebagai pemanfaat kelestarian dan 
keindahan SDAL TNGHS tersebut. 

Pemanfaatan jasa ekosistem wisata alam diharap-
kan mampu meminimalisir potensi perusakan hutan 
yang dilakukan masyarakat. Apabila kegiatan wisata 
alam dapat memberikan manfaat ekonomi bagi 
masyarakat sekitar dengan artian lainnya, yakni dapat 
memenuhi pengeluaran rumah tangganya maka 
masyarakat akan terdorong untuk menjaga kelestarian 
sumber daya alam. Hal ini dikarenakan manfaat 
ekonomi yang mereka peroleh dari kegiatan wisata 
alam sangat bergantung pada kelestarian sumber daya 
alam dan lingkungannya. Apabila sumber daya alam 
dan lingkungannya rusak maka kegiatan wisata alam 
menjadi tidak menarik lagi bagi wisatawan dan akan 
berdampak pada penurunan jumlah kunjungan. Penu-
runan jumlah kunjungan tentunya akan berpengaruh 
pada pendapatan masyarakat tersebut. Dengan 
demikian, kelestarian alam merupakan modal utama 
dalam keberlanjutan wisata alam dan kelangsungan 
pendapatan masyarakat tersebut. Wisata alam tidak 
hanya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat 
sekitar (ILO 2012), namun dapat pula memberikan 
kontribusi dana bagi konservasi taman nasional 
(Lindberg 1996; Ekayani & Nuva 2012). 

Pengelolaan kawasan TNGHS saat ini berada di 
bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya 
Hutan (BKSDH). Semenjak pengembangannya, ba-
nyak masyarakat yang telah merasakan manfaat dari 
keberadaan wisata alam TNGHS. Namun, pengem-
bangan wisata tidak secara otomatis memberikan 
dampak ekonomi yang signifikan (Isna 2004; Subadra 
& Nadra 2006). Dengan demikian, perlu dikaji sebe-
rapa besar manfaat ekonomi kegiatan wisata alam 
yang diperoleh pihak-pihak yang memberikan jasa 
kelestarian ekosistem dan seberapa besar manfaat 
ekonomi dapat memenuhi pengeluaran rumah tangga, 
serta potensi kontribusi pada dana konservasi. Objek 
wisata alam TNGHS yang saat ini memiliki tingkat 
kunjungan yang cukup tinggi adalah Gunung Bunder, 
Curug Cigamea, dan pemandian air panas. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di kawasan TNGHS, wilayah 

Kabupaten Bogor. Lokasi wisata yang dijadikan sam-
pel penelitian adalah Curug Cigamea dan Pemandian 
Air Panas (Desa Gunung Sari,) serta Kawah Ratu 
(Desa Gunung Bunder). Sampel lokasi wisata 
ditentukan secara purposive, yaitu yang mewakili 
beberapa jenis wisata di TNGHS. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada MaretNovember 2015.  
 
Metode Pengambilan Sampel 

Responden yang diambil dalam penelitian ini 
adalah pelaku usaha dan tenaga kerja terkait wisata 
alam di ketiga objek wisata di TNGHS. Penentuan 
sampel responden dilakukan dengan teknik purposive 
sampling, yaitu responden yang terlibat dalam kegiatan 
wisata alam TNGHS dan keterwakilan jenis usaha dan 
pekerjaan terkait wisata alam tersebut. Responden 
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diambil masing-masing dari ketiga objek wisata lokasi 
penelitian (Tabel 1). 
 
Metode Analisis 

Pendapatan masyarakat yang memiliki unit usaha 
(pelaku usaha) di kawasan wisata diestimasi dari 
selisih antara penerimaan dari kegiatan wisata alam 
dengan total biaya usaha baik biaya variabel maupun 
biaya tetap. Selanjutnya, dicari share pendapatan 
wisata pada total pendapatan. Rumus penentuan 
besarnya share pendapatan wisata adalah sebagai 
berikut: 

πw = TRw − TCw 

TCw =  TVCw + TFCw 

Share pendapatan wisata =
πw

πt
 x 100% 

 
Keterangan: 
𝝅𝒘 = Pendapatan dari unit usaha di lokasi wisata 

(Rp/tahun) 

𝑇𝑅𝑤 = Total penerimaan dari unit usaha di lokasi 
wisata (Rp/tahun) 

𝑇𝐶𝑤 = Total biaya usaha di lokasi wisata (Rp/tahun) 
𝑇𝑉𝐶𝑤 = Total biaya variabel usaha di lokasi wisata 

(Rp/tahun) 
𝝅𝒕 = Pendapatan total (Rp/tahun) 
 

Covering pada pengeluaran rumah tangga (RT) 
masyarakat yang terlibat wisata dihitung untuk 
mengetahui sejauh mana kegiatan wisata dapat 
mencukupi kebutuhan hidup masyarakat tersebut. 
Rumus covering pengeluaran RT dari wisata adalah 
sebagai berikut: 

I =
πw

B
 X 100 % 

 
Keterangan: 
I = Covering pengeluaran RT (%) 
B = Pengeluaran RT (Rp/tahun) 
 

Covering terhadap kegiatan konservasi TNGHS 
dihitung untuk melihat sejauh mana kegiatan wisata 
dapat memenuhi kebutuhan kelestarian TNGHS. 

Rumus covering biaya konservasi TNGHS dari 
penerimaan Balai TNGHS (BTNGHS) adalah: 

Q =
P

C
 X 100 % 

 
Keterangan: 
Q = Covering biaya konservasi TNGHS (%) 
P = Penerimaan BTNGHS (Rp/tahun) 
C = Biaya Konservasi (Rp/tahun) 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Manfaat ekonomi tidak dapat ditampilkan sebagai 
manfaat utama dari berkembangnya wisata (Aryunda 
2011; Lumi et al. 2016; Khrisnamurti et al. 2016), 
termasuk wisata alam di kawasan konservasi. Manfaat 
ekonomi, terutama bagi masyarakat di sekitar TNGHS 
dinyatakan sebagai manfaat utama yang dirasakan 
stakeholder di Desa Gunung Sari dan Gunung Bunder 
dengan frekuensi jawaban 71% (Tabel 2). Manfaat 
ekonomi yang dirasakan stakeholder berupa penda-
patan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga. Manfaat lain kegiatan wisata adalah 
manfaat lingkungan yang dirasakan oleh 21% 
stakeholder di Gunung Sari dan 28% stakeholder di 
Gunung Bunder. Manfaat lingkungan yang dirasakan 
dengan adanya wisata alam antara lain adalah berupa 
program kerja sama dalam kegiatan wisata melalui 
penanaman kembali lokasi yang gundul di Kawasan 
TNGHS. Di samping itu, manfaat lingkungan yang 
dirasakan adalah berkurangnya aktivitas yang bersifat 
ekstraktif pada hutan (menebang kayu). Manfaat sosial 
hanya dirasakan oleh stakeholder di Desa Gunung Sari 
yang menyatakan dengan adanya kegiatan wisata 
mendorong aktivitas pendidikan dan penelitian untuk 
keberlanjutan Kawasan TNGHS. 

Manfaat ekonomi yang telah diperoleh masyarakat 
mendorong mereka untuk berkontribusi dalam peles-
tarian kawasan TNGHS. Beberapa upaya pelestarian 
sudah dilakukan oleh masyarakat dan pengelola di 
Kawasan TNGHS berupa penanaman pohon dan 
menjaga kebersihan lingkungan (Tabel 3). Stakeholder 
di Desa Gunung Sari dan Gunung Bunder sudah 
melakukan upaya penanaman pohon pada jalur-jalur 

Tabel 1 Jumlah responden di tiga lokasi wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) 

Lokasi wisata 
Jumlah responden (orang) 

Pelaku usaha Tenaga kerja 

Gunung Bunder 32 10 
Curug Cigamea 32 12 
Pemandian Air Panas 31 10 

Total 95 32 

 
Tabel 2 Manfaat utama kegiatan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) 

Manfaat Stakeholder Desa Gunung Sari (%) Stakeholder Desa Gunung Bunder (%) 

Manfaat ekonomi 71,43 71,43 
Manfaat lingkungan 21,43 28,57 

Manfaat sosial 7,14 - 

Total 100.00 100,00 
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tertentu yang dekat dengan lokasi wisata. Stakeholder 
di kedua lokasi itu juga menyatakan bahwa mereka 
turut serta menjaga lingkungan dengan cara meme-
lihara kebersihan di sekitar area wisata. Aktivitas lain 
yang dilakukan stakeholder pengelola bekerja sama 
dengan masyarakat di Gunung Sari untuk melestarikan 
kawasan TNGHS adalah dengan cara menawarkan 
paket wisata pendidikan serta melakukan sosialisasi 
atau penyuluhan mengenai pentingnya menjaga ke-
bersihan lingkungan, khususnya untuk wisatawan. 
Selain itu, perilaku masyarakat sekitar pada penjagaan 
kelestarian sumber daya alam di TGHS juga ditun-
jukkan oleh adanya pola perubahan perilaku dari yang 
semula cenderung merusak ke perilaku yang sadar 
lingkungan. Sebagai contoh, awalnya berburu burung 
di TNGHS untuk dijual, kini beralih sebagai pemandu 
ekowisata pengamatan burung yang peduli dengan 
terjaganya populasi burung di TNGHS (Ekayani & 
Nindyantoro 2013). 
 
Share Pendapatan Wisata pada Total Pendapatan 
Mayarakat 

Kegiatan wisata alam di Kawasan TNGHS sangat 
bergantung pada kualitas kelestarian aset di kawasan 
tersebut, seperti air terjun dan sumber air panas. Selain 
itu, untuk menjamin kenyamanan pengunjung yang 
sekaligus tetap memerhatikan kelestarian lingkungan, 
beragam fasilitas wisata juga tersedia yang umumnya 
dikelola masyarakat sebagai penyedia jasa wisata. 
Wisatawan dapat melaksanakan aktivitas wisata di 
TNGHS dengan lebih nyaman karena lengkapnya jasa 
wisata yang disediakan. Sementara masyarakat 
sebagai penyedia jasa wisata mengharapkan adanya 
manfaat ekonomi sebagai konsekuensi dari penge-
luaran wisatawan di lokasi wisata. Masyarakat yang 
menyediakan jasa wisata berperan sebagai pelaku 
usaha dan atau tenaga kerja pada unit usaha di lokasi 
wisata (Fachry et al. 2010). 

Secara umum, pendapatan dari kegiatan wisata 
sudah menjadi bagian penting dari pendapatan rumah 
tangga dengan rata-rata share pendapatan wisata p 
ada pendapatan total sebesar 66,33% (Tabel 4). Nilai 
share ini termasuk kategori yang tinggi (Sundari et al. 

2012), di mana sebesar >50% pendapatan rumah 
tangga masyarakat bergantung pada kegiatan wisata. 
Selanjutnya, besaran penghasilan dari kegiatan wisata 
dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga yang 
dilihat berdasarkan rata-rata covering pendapatan 
wisata pada kebutuhan rumah tangga di lokasi 
penelitian juga menunjukkan persentase yang besar, 
yaitu mencapai sebesar 90,70%. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan pendapatan dari kegiatan wisata 
alam di TNGHS sudah diandalkan oleh masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Masyarakat menawarkan jasa wisata secara 
reguler maupun occasional baik sebagai pelaku usaha 
maupun sebagai tenaga kerja. Karakteristik usaha 
tersebut menunjukkan struktur nafkah dari masyarakat 
di sekitar kawasan wisata. Karakteristik usaha reguler 
di ketiga lokasi didominasi oleh warung makanan, 
sedangkan untuk usaha yang sifatnya occasional dido-
minasi oleh usaha asongan dan pedagang dadakan 
lainnya setiap akhir pekan. Rata-rata pendapatan 
wisata yang diperoleh per bulan lebih besar pada 
karakteristik pelaku usaha reguler untuk ketiga lokasi, 
sedangkan pendapatan wisata untuk pelaku usaha 
occasional nilainya lebih sedikit (Tabel 5). Pendapatan 
wisata yang diperoleh di Curug Cigamea nilainya lebih 
besar dibandingkan dengan dua lokasi lainnya. 

Secara umum, pendapatan masyarakat yang be-
kerja di sektor wisata di Curug Cigamea dan Peman-
dian Air Panas memberikan share lebih dari 50% pada 
total pendapatan rumah tangga, sedangkan di 
kawasan wisata Gunung Bunder share pendapatan 
wisata pada pendapatan total masih kurang dari 50% 
(Tabel 6). Berdasarkan standar yang digunakan untuk 
menentukan jenis pendapatan utama, suatu aktivitas 
wisata dikatakan sebagai pendapatan utama (sangat 
tinggi) jika mampu menyumbang sebesar 75% dari 
pendapatan total rumah tangga (Sundari et al. 2012). 
Mengacu pada kriteria tersebut, maka hanya pelaku 
usaha regular di Curug Cigamea yang dapat dikatego-
rikan pendapatan utama rumah tangganya. Penda-
patan pelaku usaha dari wisata di Pemandian Air 
Panas dan Gunung Bunder masih dikategorikan 
sebagai pendapatan sampingan. 

Tabel 3 Upaya pelestarian Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang dilakukan oleh masyarakat 

Jenis upaya 
Persentase pelaksanaan (%) 

Desa Gunung Sari Desa Gunung Bunder 

Penanaman pohon 44,44 80,00 
Paket wisata/pendidikan 11,11 - 
Kebersihan lingkungan 27,78 20,00 
Sosialisasi 16,67 - 

Total 100,00 100,00 

 
Tabel 4 Share pendapatan wisata dan covering kebutuhan rumah tangga di lokasi penelitian 

Komponen Curug Cigamea Air Panas Gunung Bunder Rata-rata lokasi 

Pendapatan wisata (Rp) 1.706.991 1.031.708 1.221.944 1.320.215 
Pendapatan total (Rp) 2.391.384 1.523.583 2.055.741 1.990.236 
Pengeluaran rumah tangga (Rp) 1.452.820 1.090.658 1.823.366 1.455.615 
Share pendapatan wisata pada 

pendapatan total (%) 
71,38 67,72 59,44 66,33 

Covering pendapatan wisata pada 

pengeluaran RT (%) 
117,50 94,60 67,02 90,70 
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Pendapatan dari sektor wisata yang diperoleh 
tenaga kerja sebagian besar mencapai lebih dari 75% 
sehingga untuk tenaga kerja wisata dapat dikatakan 
sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga di 
ketiga lokasi wisata, khususnya untuk tenaga kerja 
dengan curahan waktu regular. Share dari wisata yang 
kecil terdapat di Curug Cigamea untuk tenaga kerja 
occassional. Tenaga kerja occasional di Curug 
Cigamea adalah penjaga warung dan penjaga toilet, 
karena mereka bekerja secara occasional, umumnya 
mereka mempunyai pendapatan di luar wisata yang 
jauh lebih besar. 

Pembayaran jasa lingkungan semestinya mampu 
memberikan benefit sharing bagi berbagai pihak (Loft 
et al. 2014). Ukuran, jenis, dan waktu manfaat yang 
didistribusikan melalui mekanisme berbasis kinerja di 
sektor sumber daya alam, seperti PES memengaruhi 
hasil dalam hal perubahan penggunaan lahan (Engel 
et al. 2008; Börner & Vosti 2013). Benefit sharing 
menjadi aspek yang penting untuk mengklarifikasi 
siapa yang memiliki hak untuk mendapat manfaat dari 
penyediaan layanan ekosistem dan juga siapa yang 
dapat dimintai tanggung jawab atas kegagalan 
menyediakannya (Loft et al. 2014). Berdasarkan hasil 
estimasi share pendapatan, dapat dikatakan bahwa 
masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan wisata 
telah mendapatkan manfaat (benefit sharing). Namun, 
di TNGHS ini belum ada kelembagaan khusus yang 
mengelola serta pemanfaatan dana yang tidak secara 
khusus dipisahkan untuk konservasi dalam artian 
sempit, yakni berupa perbaikan SDAL kawasan wisata. 
Walapun demikian, benefit sharing yang telah diterima 
oleh masyarakat tersebut berdampak pada konservasi 
dalam arti luas, yakni masyarakat akan menjaga atau 
tidak merusak ataupun mengesktraksi SDAL yang 
merupakan modal alam (social capital) yang utama dari 
kegiatan wisata alam. 

 
Pemenuhan (Covering) Pengeluaran Rumah 
Tangga Masyarakat dari Wisata Alam 

Masyarakat yang bekerja di wisata alam TNGHS 
memenuhi pengeluaran rumah tangganya tidak hanya 

dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan wisata, 
tapi juga dari pendapatan kegiatan non-wisata (Tabel 
7). Berdasarkan data pada Tabel 8, rumah tangga di 
Pemandian Air Panas dan Curug Cigamea mempunyai 
covering pendapatan yang cukup besar dari penge-
luaran rumah tangga sebesar >70%). Sementara itu, 
pelaku usaha di Kawasan Gunung Bunder mempunyai 
covering pendapatan pada pengeluaran rumah tangga 
yang relatif rendah, yaitu sebesar <40%. Data ini 
menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga di 
ketiga lokasi, kecuali untuk pelaku usaha regular di 
Curug Cigamea, masih perlu ditopang oleh penda-
patan di luar sektor wisata. 

Pada tenaga kerja occasional, covering pendapatan 
wisata pada pengeluaran rumah tangga lebih kecil 
dibandingkan tenaga kerja reguler. Sebagian besar te-
naga kerja di lokasi penelitian mempunyai covering 
pendapatan pada pengeluaran rumah tangga kurang 
dari 100%. Dengan demikian, sebagian besar tenaga 
kerja di lokasi penelitian belum bisa memenuhi kebu-
tuhan rutin rumah tangga jika hanya mengandalkan 
dari kegiatan wisata. Hanya tenaga kerja di Pemandian 
Air Panas yang dapat memenuhi kebutuhan rumah 
tangga seluruhnya dari wisata. Tenaga kerja yang tidak 
mempunyai pendapatan di luar kegiatan wisata me-
reka harus melakukan upaya adaptasi di antaranya 
berhutang, menjadi makelar untuk penyewaan villa 
atau menjaga parkir sewaktu-waktu. Dengan demikian, 
secara umum untuk tenaga kerja, tingkat kebergan-
tungan pada pendapatan wisata lebih tinggi disban-
dingkan pelaku usaha yang ditunjukkan oleh share 
pendapatan wisata yang lebih besar. 

Berdasarkan hasil estimasi covering kebutuhan 
rumah tangga masyarakat dari kegiatan wisata alam, 
dapat dikatakan bahwa benefit sharing yang diperoleh 
masyarakat sudah hampir memenuhi seluruh kebu-
tuhan rumah tangga masyarakat sehingga pendapatan 
dari kegiatan wisata sudah diandalkan oleh masya-
rakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Khusus 
untuk wisata Curug Cigamea sudah terpenuhi kebu-
tuhan rumah tangganya sebesar 117,50%, sedangkan 
untuk wisata Air Panas dapat memenuhi pengeluaran 

Tabel 5 Share pendapatan wisata pelaku usaha pada pendapatan total 

Lokasi 
Jenis pelaku 

usaha 
Pendapatan wisata 

(Rp/bulan) 
Pendapatan total 

(Rp/bulan) 

Share wisata terhadap 

pendapatan total (%) 

Curug Cigamea 
Reguler 2.608.368 3.135.799 83,18 
Occasional 1.087.500 1.906.250 57,05 

Pemandian Air Panas 
Reguler 1.053.333 1.838.333 57,30 
Occasional 909.074 1.673.889 54,31 

Gunung Bunder 
Reguler 704.722 1.906.111 36,97 
Occasional 436.667 1.636.667 26,68 

 
Tabel 6 Share pendapatan wisata tenaga kerja pada pendapatan total 

Lokasi 
Jenis tenaga 

kerja 
Pendapatan wisata 

(Rp/bulan) 
Pendapatan Total 

(Rp/bulan) 

Share wisata terhadap 

pendapatan total (%) 

Curug Cigamea 
Reguler 1.300.000 1.700.000 76,47 
Occasional 360.000 1.685.000 21,36 

Pemandian Air Panas 
Reguler 1.150.000 1.335.000 86,14 
Occasional - - - 

Gunung Bunder 
Reguler 2.005.000 2.005.000 100,00 
Occasional 2.000.000 2.750.000 72,73 
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rumah tangga sebesar 94,60%, dan untuk wisata 
Gunung Bunder baru dapat memenuhi pengeluaran 
rumah tangga sebesar 67,02%. 
 
Pemenuhan (Covering) Biaya Konservasi dari 
Wisata Alam 

Kelestarian sumber daya alam di wisata alam harus 
dipertahankan karena tanpa kelestarian dan keindahan 
alam maka wisata alam tidak akan ada. Dalam hal ini, 
pembayaran jasa lingkungan (PES) wisata alam dapat 
menjadi solusi yang dapat mengakomodir kepentingan 
ekologi dan ekonomi. BKSDH merupakan pihak yang 
memiliki kewenangan mengelola dan menjaga keles-
tarian alam Kawasan TNGHS. BKSDH dan masya-
rakat di TNGHS dapat saling mendukung, bersama-
sama menjaga kelestarian TNGHS untuk keberlang-
sungan jasa lingkungan berupa wisata alam. Dengan 
menjaga kelestarian TNGHS, BKSDH semestinya 
memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan wisata 
alam yang yang dapat dialokasikan untuk konservasi. 
Menghitung kontribusi kegiatan wisata alam TNGHS 
bagi BKSDH dapat diestimasi dari Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP). PNBP pada tahun 2013 yang 
diperoleh dari kegiatan wisata alam dan jasa lingku-
ngan TNGHS secara keseluruhan mencapai ± Rp380 
juta, dan meningkat pada tahun 2014 dan 2015 se-
besar 98 dan 57% dibandingkan pada tahun 2013 
(Gambar 1). 

PNBP dari kegiatan wisata dan pemanfaatan jasa 
lingkungan di Kawasan TNGHS dihasilkan dari 
beberapa Resort. Besar kontribusi dari setiap resort 
sangat bergantung pada jenis atraksi wisata dan 
karakteristik keanekaragaman hayati yang dimiliki. 
Resort yang terbesar penyumbang PNBP/penerimaan 
bagi BKSDH adalah Resort Salak II karena dalam 
kawasannya mayoritas merupakan lokasi keberadaan 
wisata alam. 

Penerimaan PNBP Wisata dan Jasa Lingkungan 
yang besar menggambarkan bahwa kegiatan wisata di 
TNGHS memberikan kontribusi yang besar bagi 

pengelola kawasan TNGHS. Pemanfaatan TNGHS 
khususnya untuk wisata dan jasa lingkungan tentunya 
memerlukan biaya untuk menjaga, merawat, melaku-
kan kegiatan konservasi, dan mengelola kawasan 
tersebut agar jasa lingkungan yang ditawarkan tetap 
lestari. BKSDH pada umumnya melakukan dua 
kegiatan besar untuk mengkonservasi kawasan 
TNGHS, yaitu kegiatan rutin berupa perapihan jalur 
wisata, inventaris flora dan fauna, konservasi mata air, 
dan kegiatan insidental yang sangat bergantung pada 
karakteristik wilayah wisatanya. Kegiatan rutin yang 
dilakukan oleh BKSDH, khususnya BTNGHS, dalam 
setahunnya membutuhkan dana sebesar ± Rp850 juta. 

Setiap resort dalam TNGHS mengeluarkan biaya 
konservasi rutin yang berbeda-beda. Kawasan Resort 
Kawah Ratu, Salak I, dan Cikaniki memiliki biaya yang 
lebih besar dibandingkan dengan Resort Salak II 
(Tabel 9). Hal ini disebabkan karena Kawah Ratu, 
Salak I, dan Cikaniki memiliki karakteristik flora dan 
fauna yang khas (elang jawa, owa, dan macan tutul), 
dan masih terdapat ancaman/gangguan dari pihak luar 
terhadap kawasan resort. Sementara itu, untuk Resort 
Salak II biaya konservasi ini dititik beratkan kepada 
kegiatan konservasi terkait jasa lingkungan seperti air 
dan tegakan pohon. 

Hasil perbandingan besaran penerimaan wisata 
dan jasa lingkungan berupa PNBP dengan kebutuhan 
biaya konservasi rutin menunjukkan bahwa kegiatan 
wisata dapat memberikan kontribusi yang cukup untuk 
kegiatan konservasi kawasan TNGHS (Tabel 9). 
Namun, skema pemanfaatan yang diterima oleh 
BTNGHS dari hasil PNBP perlu menjadi perhatian. 
Harapannya manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan 
pemanfaatan wisata dapat kembali berkontribusi pada 
kegiatan konservasi alam tempat wisata berada. 

Rasio antara biaya konservasi rutin dengan pene-
rimaan PNBP, memperlihatkan kebutuhan biaya 
konservasi yang dapat ditutupi dari penerimaan PNBP 
sektor wisata dan jasa lingkungan. Pada tahun 2015, 
biaya konservasi rutin Resort Salak II dapat tertutupi 

Tabel 7 Covering pendapatan wisata pada pengeluaran rumah tangga pelaku usaha 

Lokasi 
Jenis pelaku 

usaha 
Pendapatan 
wisata (Rp) 

Pengeluaran rumah tangga 
(Rp/bulan) 

Covering pendapatan 

wisata pada pengeluaran 
rumah tangga (%) 

Curug Cigamea 
Reguler 2.608.368 1.664.889 156,67 
Occasional 1.087.500 1.489.375 73,02 

Pemandian Air Panas 
Reguler 1.053.333 1.182.000 89,11 
Occasional 909.074 1.009.963 90,01 

Gunung Bunder 
Reguler 704.722 1.858.542 37,92 
Occasional 436.667 1.138.333 38,36 

 
Tabel 8 Covering pendapatan wisata pada pengeluaran rumah tangga pelaku usaha 

Lokasi 
Jenis tenaga 

kerja 
Pendapatan 
wisata (Rp) 

Pengeluaran rumah tangga 
(Rp/bulan) 

Covering pendapatan 

wisata pada pengeluaran 
rumah tangga (%) 

Curug Cigamea 
Reguler 1.300.000 1.221.200 73,06 
Occasional 360.000 1.330.000 27,07 

Pemandian Air Panas 
Reguler 1.150.000 1.111.133 103,50 
Occasional - - - 

Gunung Bunder 
Reguler 2.005.000 2.089.000 95,98 
Occasional 2.000.000 2.190.000 91,32 
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sebesar 343% dari penerimaan PNBP jika memang 
seandainya terdapat skema yang memungkinkan 
memanfaatkan dana PNBP secara langsung. Secara 
umum, Resort Salak II memang memiliki banyak objek 
wisata yang populer dan ramai dikunjungi oleh 
pengunjung sehingga penerimaan PNBP resort ini 
berkontribusi besar. Sisi kebutuhan biaya konservasi 
untuk Resort Salak II ini relatif lebih kecil dibandingkan 
yang lain karena terdapat perbedaan karakteristik flora 
dan fauna serta ancaman yang dihadapi. Hal berbeda 
dihadapi oleh Resort Kawah Ratu, di mana resort ini 
seperti masih lebih besar daripada Resort Salak II di 
mana PNBPnya hanya dapat menutupi sekitar 25% 
dari kebutuhan biaya konservasi rutinnya sebesar 
Rp240 juta. Biaya konservasi dalam kajian ini hanya 
mencakup kegiatan konservasi yang rutin dilaksa-
nakan oleh BTNGHS, tidak termasuk kegiatan-
kegiatan konservasi yang bersifat insidentil pada tiap 
tahunnya. 

 
 

KESIMPULAN 
 

Pemanfaatan kawasan konservasi TNGHS untuk 
aktivitas wisata alam telah memberikan benefit sharing 
kepada masyarakat. Manfaat ekonomi dari wisata alam 
yang diperoleh masyarakat cukup tinggi yang 
ditunjukkan oleh besar share pendapatan wisata pada 
total pendapatan sebesar 66% serta dapat memenuhi 
91% dari pengeluaran rumah tangga. Adanya manfaat 
ekonomi juga telah mendorong masyarakat sekitar 
untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian 
sumber daya alam dan lingkungan yang pada akhirnya 
dapat mendukung keberlanjutan wisata alam di 
TNGHS. Selain itu, manfaat ekonomi yang diperoleh 
pengelola TNGHS adalah penerimaan wisata dan jasa 
lingkungan berupa PNBP, yang dapat dialokasikan 
untuk biaya konservasi TNGHS. Namun, belum ada 
kelembagaan khusus dalam mekanisme pembayaran 

jasa lingkungan wisata alam yang dapat memastikan 
bahwa dana yang diperoleh dialokasikan untuk 
konservasi. 
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